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KEMENTERIAN AGAMA. Pendidikan Agama.
Sekolah. Pengelolaan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2010
TENTANG

PENGELOLAAN PENDIDIKAN AGAMA PADA SEKOLAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan
Pendidikan Keagamaan perlu menetapkan Peraturan
Menteri Agama tentang Pengelolaan Pendidikan Agama
Pada Sekolah;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);


http://www.djpp.depkumham.go.id

2010, No.596

10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2007
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4769);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang
Wgib Belgar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4941);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Tunjangan Profess Guru dan Dosen, serta Tunjangan
Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5016);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negarg;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungs Kementerian Negara
Serta Susunan Organisas, Tugas, dan Fungs Eselon |
Kementerian Negara;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 118 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsiona
Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;

Keputusan Menteri Agama Nomor 381 Tahun 1999
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan  Jabatan
Fungsional Pengawas Pendidikan Agama dan Angka
Kreditnya;
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Keputusan Bersama Menteri Pendidikan  dan
Kebudayaan  dan Menteri Agama  Nomor
4/U/SKB/1999 dan Nomor 570 Tahun 1999 tentang
Pelaksanaan Pendidikan Agama pada Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan
Pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Peraturan Menteri AgamaNomor 3 Tahun 2006 tentang
Organisas dan Tata Kerja Departemen Agama;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22
Tahun 2006 tentang Standar IS untuk Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23

Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12
Tahun 2007 tentang Standar Pengawas
Sekolah/Madrasah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16
Tahun 2007 tentang Standar Kualifikas Akademik dan
Kompetens Guru;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI AGAMA  TENTANG

PENGELOLAAN PENDIDIKAN AGAMA PADA
SEKOLAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Daam Peraturan Menteri Agamaini yang dimaksud dengan:

Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan
membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam
mengamalkan garan agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya
melalui mata pelgjaran pada semuajalur, jenjang dan jenis pendidikan.

1.


http://www.djpp.depkumham.go.id

2010, No.596 4

10.

11.

12.

Sekolah adalah satuan pendidikan forma pada jenjang pendidikan dasar
dan menengah yang mencakup TK, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA,
SMALB, dan SMK.

Kurikulum Pendidikan Agama adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, is, dan bahan pelgaran serta cara yang digunakan
sebagal pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai
tujuan pendidikan agama yang mengacu pada Standar Isi dan Standar
Kompetens Lulusan Kelompok Mata Pelajaran Agama dan Akhlak Mulia.

Evaluasi adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu
pendidikan agama terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap
jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban
penyelenggaraan pendidikan agama.

Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan pembelgaran yang dilakukan
melalui tatap muka di dalam kelas dan kegiatan mandiri di luar kelas sesuai
dengan Standar |si.

Kegiatan ekstrakurikuler adalah upaya pemantapan dan pengayaan nilai-
nilai dan norma serta pengembangan kepribadian, bakat dan minat peserta
didik pendidikan agama yang dilaksanakan di luar jam intrakurikuler
dalam bentuk tatap muka atau non tatap muka.

Guru Pendidikan Agama adalah pendidik profesional dengan tugas utama
mendidik, menggar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi
teladan, menilai dan mengevaluas peserta didik.

Pembina Pendidikan Agama adalah seseorang yang memiliki kompetensi
di bidang agama yang ditugaskan oleh yang berwenang untuk mendidik
dan atau menggjar pendidikan agama pada sekolah.

Pengawas Pendidikan Agama adalah guru agama berstatus Pegawai Negeri
Sipil yang ditugaskan oleh pgabat yang berwenang untuk melakukan
pengawasan penyelenggaraan pendidikan agama pada sekolah.

Forum Komunikas Guru Pendidikan Agama yang selgutnya disingkat
FKG-PA adalah organisas pembinaan profesi Guru Pendidikan Agama
pada TK.

Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama yang selanjutnya disngkat
KKG-PA adalah organisasi pembinaan profesi Guru Pendidikan Agama
pada SD dan SDLB.

Musyawarah Guru Mata Pelgjaran Pendidikan Agama yang selanjutnya
disngkat MGMP-PA adadlah organisas pembinaan profes Guru
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Pendidikan Agama pada SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK.
Kelompok Kerja Pengawas yang selanjutnya disingkat POKJAWAS
Pendidikan Agama adalah organisas pengembangan profes Pengawas
Pendidikan Agama pada TK, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB,
dan SMK.
Komunitas Sekolah adalah warga sekolah yang mendukung proses
pencapaian tujuan pendidikan agama di sekolah yang mencakup unsur
pendidik dan tenaga kependidikan, komite sekolah dan siswa serta unsur
pelayanan yang ada di lingkungan sekolah.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab
terhadap pengelolaan pendidikan agama.
Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.
Bagian Kedua
Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2
Tujuan pengelolaan pendidikan agama adalah untuk menjamin
terselenggaranya pendidikan agama yang bermutu di sekolah.
Pendidikan Agama terdiri dari: Pendidikan Agama Islam, Pendidikan
Agama Katolik, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Hindu,
Pendidikan Agama Buddha dan Pendidikan Agama Khonghucu.
Pengelolaan pendidikan agama meliputi standar isi, kurikulum, proses
pembelgaran, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan,
penyelenggaraan, sarana dan prasarana, pembiayaan, penilaian, dan
evaluas.

Bagian Ketiga
Kewajiban

Pasal 3
Setiap sekolah wajib menyelenggarakan pendidikan agama.
Setiap peserta didik pada sekolah berhak memperoleh pendidikan agama
sesual dengan agama yang dianutnya dan digjarkan oleh pendidik yang
seagama.

Pasal 4
Daam hal jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas paling
sedikit 15 (lima belas) orang wajib diberikan pendidikan agama kepada
pesertadidik di kelas.
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